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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil perhitungan dan analisis data pada bab v dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Berdasarkan hasil analisis rasio Efektivitas PAD, kabupaten TTS berada 

pada kriteria sangat efektif dengan rasio diatas 100%. Berdasarkan hasil 

analisis efektivitas PAD Tahun 2014, kabupaten TTS berada pada 

tingkat sangat efektif karena realisasinya melebihi target yang ingin 

dicapai dengan capaian rasio sebesar 127,75%. Tahun 2015, kabupaten 

TTS masih berada pada tingkat sangat efektif karena realisasinya 

melebihi target dengan capaian rasio sebesar  117,02%. Tahun 2016, 

Kabupaten TTS berada pada tingkat efektif karena realisasinya 

mendekati target yang ingin dicapai dengan selisih antara target dan 

realisasi sebesar Rp. 6,106,591,716 dengan capaian rasio sebesar 

92,13%, dengan nilai rata – rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 

112,3%. 

2. Berdasarkan hasil analisis rasio Efisien Keuangan Daerah, kabupaten 

TTS berada pada tingkat cukup efisien dengan rasio 80%-90%. Tahun 

2014, kabupaten TTS berada pada tingkat cukup efisien karena 

pemerintah daerah melakukan belanja sesuai dengan pendapatan yang 

diterima dengan capaian rasio sebesar 89,77%. Tahun 2015, kabupaten 

TTS masih berada pada tingkat cukup efisien karena mampu menekan 
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pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang diterima dengan capain 

rasio sebesar 85,40%. Tahun 2016, kabupaten TTS berada pada tingkat 

cukup efisien karena mampu menekan pengeluaran sesuai dengan 

pendapatan yang diterima dengan rasio sebesar 87,92% dengan nilai rata 

– rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 87,69%. 

3. Berdasarkan hasil analisis rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, 

Kabupaten TTS mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap 

dana perimbangan dari pemerintah pusat dengan rasio yang dicapai 

diatas 50%. Tahun 2014, tingkat capaian kabupaten TTS sebesar 

93,17%. Tahun 2015 capaian rasio kabupaten TTS sebesar 92,93%. 

Tahun 2016 capaian rasio kabupaten TTS sebesar 94,04%, sehingga total 

rata – ratanya mencapai angka 93, 38% dengan nilai rata – rata selama 

tiga (3) tahun yaitu sebesar 93,38%. 

4. Berdasarkan hasil analisi rasio kemandirian daerah, kabupaten TTS 

berada pada pola hubungan Instruktif dimana peran pemerintah lebih 

dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dan tingkat 

kemampuan daerah yang rendah dengan rasio yang dicapai berkisar 0%-

25%. Tahun 2014, capaian rasio kabupaten kabupaten TTS sebesar 

7,98%. Tahun 2015, capaian rasio kabupaten TTS sebesar 9,12%. Tahun 

2016, capaian rasio kabupaten TTS sebesar 7,92% dengan nilai rata – 

rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 8,13%. 

4. Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, pemerintah 

daerah kabupaten TTS masih sangat kurang untuk melaksanakan 
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desentralisasi fiskal karena pendapatan daerah yang diperoleh dari 

pemerintah pusat masih lebih besar dari pendapatan asli daerah dan 

semakin meningkat setiap tahun. Rasio yang dicapai masih dibawah 

10%. Tahun 2014, capaian rasio di Kabupaten TTS sebesar 6,72%. 

Tahun 2015, capaian rasio di Kabupaten TTS sebesar 7,07%. Tahun 

2016, capaian rasio di Kabupaten TTS sebesar 5,95% dengan nilai rata – 

rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 6,58%. 

6. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan 

pendapatan pada kabupaten TTS pertumbuhan pendapatan mengalami 

fluktuasi. Tahun 2014 angkanya mencapai 9,78%, tahun 2015 naik 

sebesar 16,83% dan tahun 2016 turun menjadi 11,66%  dengan nilai rata 

– rata selama tiga (3) tahun yaitu sebesar 12,75%.  

 

1.2  Saran 

Adapun saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan terus 

meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada serta 

menggali sumber PAD yang baru terutama untuk penerimaan pajak 

dan retribusi yang merupakan sumber keuangan yang penting dan 

utama bagi daerah agar bisa memberikan kontribusi yang besar bagi 

daerah serta mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap dana 

perimbangan dari pusat. 
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2. Pemerintah daerah harus meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan 

memberikan sosialisasi secara berkelanjutan akan pentingnya 

membayar pajak dan retribusi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih rinci lagi menganalisis kinerja 

pemeritah daerah dengan perubahan waktu dalam penelitian. 
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